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PUTUSAN
Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Tgrs
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA XXX
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara cerai gugat antara:
Penggugat, NIK xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, memberi Kuasa
Hukum kepada Soegih Sativa Permana, S.Sy., M.H.
Advokat Konsultan Hukum Soegih Sativa Permana,M.H.
& Partners alamat JI. Jamat Nomor 036, Sodong, XxXx,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023, yang
terdaftar di Pengadilan Agama Xxx register Nomor
338/KUASA/1328/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 01 Maret
2023, sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, NIK 3603041604710004, umur 52 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat
kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat
dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2023

telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
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Agama Xxx dengan register Nomor 1328/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 01

Maret 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan
telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada hari Rabu,
enam November seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (06-11-1996)
masehi bertetapan dengan 24 Jumadil Akhir 1417 hijriah dan tercatat
berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi
Jawa Barat;

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut
tidak/belum dikaruniai anak;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal bersama di XxxKabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

4. Bahwa pada mulanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat berlangsung normal sebagaimana yang dialami oleh pasangan
suami istri pada umumnya, dimana tentu saja akan ada ujian dan masalah
yang datang silih berganti namun semua baik-baik saja;

5. Bahwa yang mendasari diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat antara
lain adalah :

a. Karena selama 27 tahun pemikahan belum dikaruniai oleh Allah SWT
keturunan dimana Penggugat sendiri telah memeriksakan diri ke Dokter
bahkan di dampingi oleh Tergugat dan dinyatakan seluruh organ
reproduksi Penggugat sehat dan tidak ada masalah namun Tergugat
justru menolak untuk memeriksakan diri ke Dokter, Penggugat pemah
mendengar secara langsung dari salah satu kakak Tergugat namun kini
telah meninggal dunia yang berprofesi sebagai tukang urut bahwa
sebenamya masalah tidak adanya keturunan ada pada kesehatan
Tergugat;

b. Faktor ekonomi dimana Tergugat tidak bisa melakukan kewajibannya
sebagai suami/kepala rumah tangga memberikan nafkah lahiriah dengan
baik, dimana Tergugat hanya memberikan uang nafkah kadang-kadang,

sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan kebutuhan
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Tergugat sendiri membuat Penggugat akhimya bekerja keras hingga
akhirnya bisa membeli tanah, dan membangun rumah serta kendaraan
bermotor dari hasil jerih payah Penggugat;

c. Karena Tergugat mengkhianati pernikahan yang suci ini dengan
selingkuh/menduakan Penggugat dimana Tergugat memiliki wanita lain
yang merupakan sahabat/teman daripada Penggugat dan ini adalah
alasan/faktor yang tidak bisa ditoleransi ataupun dimaafkan bagi
Penggugat. Hubungan terlarang ini sebenamya sudah Penggugat curigai
sejak lama yaitu sekitar bulan Mei tahun 2022, namun pada sekitar
tanggal 12 bulan September Penggugat akhimya mencoba memasang
penyadap komunikasi whatsapp sebagaimana Penggugat ketahui
caranya melalui intemet hingga akhimya Penggugat dapat membuktikan
secara langsung bahwa benar Tergugat telah menduakan/berselingkuh
dengan wanita lain yang tidak lain adalah sahabat/teman daripada
Penggugat dan ini membuat Penggugat sangat sakit hati dan terpukul;

6. Bahwa sejak bulan September 2022 hingga diajukannya gugatan cerai ini
yaitu Maret 2023 atau sekitar 6 bulan Tergugat tidak pemah memberikan
nafkah baik lahir maupun batin dan Penggugat sudah menyatakan kepada

Tergugat untuk mengurus perceraian dan telah disetujui oleh Tergugat

tetapi selalu Tergugat ulur-ulur sehingga demi mencari ketenangan akhimya

Penggugat meninggalkan rumah dan pindah/domisili sementara dengan

mengontrak/menyewa di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Xxx Cq Majelis Hakim yang
akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang
amar putusan nya sebagai berikut:

Primair:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat

Penggugat;
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3. Menetapkan biaya perkara menurut hokum;

Subsidair:
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
kuasa hukum hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pemah hadir dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya,
meskipun menurut surat panggilan yang dibacakan di persidangan telah
dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya
itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Soegih Sativa Permana, S.Sy., M.H.
telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa
khusus tanggal 28 Februari 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan
Agama Xxx register Nomor 338/KUASA/1328/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 01
Maret 2023;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha
menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan
Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah,
mawaddah wa rahmabh, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak
dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxx tanggal ... April 2013

atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
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Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bukti surat tersebut

telah diperiksa Majelis Hakim, diberi meterai cukup, dicap kantor pos dan

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
kode P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 06 November 1996 dari
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Jawa Barat, sekarang Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,
bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap kantor pos dan
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

Bahwa Penggugatjuga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan:

1. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah .. Penggugat dan kenal Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
menikah pada 06 November 1996 di Kecamatan Xxx, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten;

- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di XxxKabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan suami istri
(ba’da dukhul) dan belum dikarunia anak;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun
sejak ....karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena
Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan Penggugat
melakukan pemerikasaan tetapi Tergugat tidak mau melakukan
pemerikasan, masalah ekonomi selama ini Tergugat tidak memberikan
nafkah yang mencukupi kebutuhan, dan sejak September 2022
Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat menjalin
hubungan khusus dengan perempuan lain sejak Mei 2022;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak ... Desember 202.,
Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak berhubungan

sebagai suami istri;
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- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan sudah menasihati agar bersabar
dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi
tidak sanggup lagi menasihati Penggugat;

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap
dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkathya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memperlihatkan
kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus telah terdaftar
pada kepaniteraan Pengadilan Agama Xxx, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili
principalnya beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukum hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak
pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir
di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal
26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata
ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum
sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan
perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka
Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar
bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan
mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat
tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan
gugatan cerai terhadap Tergugat karena dalam rumah tangga sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk rukun kembali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak
bulan Juli 2022, karena Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan
Penggugat melakukan pemerikasaan tetapi Tergugat tidak mau melakukan
pemerikasan, masalah ekonomi selama ini Tergugat tidak memberikan nafkah
yang mencukupi kebutuhan, dan sejak September 2022 Tergugat tidak
memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat menjalin hubungan khusus
dengan perempuan lain Mei 2022, Penggugat dan Tergugat pisah umah sejak
Juli 2022, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak berhubungan
lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan
tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang
menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat
ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal 405 yang berbunyi:

AR Y b 8 ol Gl JS e S8 el
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Artinya : Siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak
menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah
haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan
yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukiti tertulis P.1 dan P.2 serta menghadirkan dua
orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi (Kartu Tanda
Penduduk) yang merupakan akta autentik dan di nazegelen Pasal 3 ayat (1)
hurup b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan
dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut
menjelaskan Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah
Hukum Pengadilan Agama Xxx, memenuhi syarat materil oleh karena itu sesuai
dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 vyang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Xxx;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai akta autentik (Pasal 35 ayat (1) Peraturan
Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) di nazegelen Pasal 3 ayat (1) hurup b
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah
dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut telah memenubhi
syarat formil. Isi bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah
menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 November 1996, memenuhi syarat
materil, dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1
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Tahun 1974 dan Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya
Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat telah
memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH
Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu
persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima
sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
meskipun tidak pemah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi
kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah
terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan
Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai
suami istri sekitar 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat meskipun
hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui
secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan
Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan
Jurispridensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003
tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah
memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171
HIR., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan
lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas
bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua
orang saksi tersebut memenuhi 170 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat
terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemikahan pada

tanggal 06 November 1996 dan belum dikaruniai anak;
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— Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak
Juli 2022 karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perem puan
lain, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;

— Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan
hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

— Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah
dilakukan, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat
tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal
tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis,
sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan
lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jika perkawinan Penggugat
dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan vyaitu
membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada
maksud firman Allah SWT. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang
berbunyi:

s RE a8 gy A B &) AR Bise KT Jaay ol 15l BT Akl (e 281 (818 (4 ASUT e

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa
kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir’;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah

tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan,
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bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudaratan baik itu bagi
Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudaratan harus
dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

Ji o)
Artinya : “Kemudaratan itu harus dihilangkan”.

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan
perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan
kondisi umah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya,
Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang
lebih  mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi
Penggugat ataupun Penggugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang
termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang
berbunyi:

laslagale ) syl Ao g Jlaidl Ao a0 daluaad S 131 Y) 48 S5 (B Jal asaldl LN &)
Artinya : “Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun

mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan
bagi suami atau istri atau bagi keduanya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang
dekat Penggugat, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah
memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula
dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat

dapat dikabulkan;
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Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan
berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat
dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada
Penggugatt yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119
ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah
talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka
bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci
(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) karena perceraian tersebut ba'da
dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi
Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga
dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini
sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas,
gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan,
maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat diputus
dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,
sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat
dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;

2.  Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugatuntuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Xxx pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal
8 Ramadhan 1444 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Xxx yang terdiri dari Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai
Ketua Majelis serta Drs. Nazaruddin, M.H.l dan Dra. Hj. Asnita sebagai hakim
anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta
Zukhairriyah Abdillah, S.H.l. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh
Penggugat didampingi Kuasa Hukum tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Nazaruddin, M.H.I Dra. Hj. Asnita

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:
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Pendaftaran Rp30.000,00
Proses Rp75.000,00
Panggilan Rp320.000,00
PNBP Panggilan|  Rp20.000,00
Redaksi Rp10.000,00
Materai Rp10.000,00

2N o

Jumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh

lima ribu rupiah);
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